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ABSTRACT

This study describes the analysis of the absorption of budget realization
after the implementation of SIMDA NG at the Departement of Public Work and
Spatial Planning (DINPTARU) in Demak Regency. The purpose of this study is to
analyze the impact of changes fom the Ragional Management Information System
(SIMDA) to the Next Generation Regional Management Information System
(SIMDA NG) in influencing the process of absorption of budget realization at the
Departement of Public Work and Spatial Planning (DINPTARU) in Demak
Regency. This research was conducted using a qualitative descriptive analysis
method with data collection through interview and documentation. The result of
this study were to find a problem related to the renewal and implementation of
information systems at the Departement of Public Work and Spatial Planning
(DINPTARU) in Demak Regency, which led to a non-maximum absorption of

budged realization in capital expenditures in the first year.

Keyword : Absorption, Budget Realization, SIMDA NG



ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan mengenai analisis penyerapan realisasi
anggaran setelah penerapan SIMDA NG pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Demak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
mengetahui analisis dampak perubahan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah
(SIMDA) menjadi Sistem Informasi Manajemen Daerah Next Generation
(SIMDA NG) dalam mempengaruhi proses penyerapan realisasi anggaran pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak.
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan
pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini
yaitu menemukan suatu permasalahan tekait pembaruan dan pemberlakuan sistem
informasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak,
sehingga menyebabkan ketidakmaksimalan penyerapan realisasi anggaran pada

belanja modal di tahun petama.

Kata Kunci : Penyerapan, Realisasi Anggaran, SIMDA NG
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi Daerah merupakan peluang bagi suatu daerah guna
mengembangkan potensi yang ada dan merupakan satu bentuk desentralisasi
kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan pemberian pelayanan kepada
seluruh masyarakat. Pemberian otonomi kepada daerah yang disebutkan dalam
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah yang
bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dimana seluruh  kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah. Dengan adanya peraturan tersebut, maka daerah memiliki wewenang
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa harus mencatat
dan mengelola semua bentuk penerimaan dan pengeluaran daerah dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah (APBD). Penyerapan realisasi
anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya
suatu kebijakan pemerintah. Dengan demikian diperlukannya penyerapan

anggaran secara maksimal guna membantu dalam mensejahterakan



masyarakat. Tolak ukur kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa
dilihat dari tinggi rendahnya penyerapan anggaran dari SKPD tersebut.

Pengukuran kinerja suatu pemerintahan lebih difokuskan pada kemampuan
suatu instansi pemerintahan dalam menyerap realisasi anggaran dengan baik.
Adanya penyerapan realisasi anggaran yang rendah atau lambat maka instansi
dapat dinilai kurang baik dalam menjalankan rencana yang sudah ditetapkan
untuk mencapai tujuan tertentu (Ruddy et al.,, 2018). Oleh karena itu,
penyerapan realisasi anggaran secara maksimal menjadi poin penting dalam
mencapai kinerja yang baik dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Demak mengalami kendala yaitu adanya penurunan penyerapan realisasi
anggaran. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak
tahun 2021 di semester 1 mampu merealisasikan anggaran sebesar
43.407.341.787,00 sedangkan pada tahun 2022 di semester 1 hanya mampu
merealisasikan anggaran sebesar 10.095.569.107,00. Sistem informasi
merupakan salah satu faktor penting yang digunakan sebagai pembantu dalam
mempercepat proses pencairan. Pemerintah memiliki kewajiban dalam
memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004. Teknologi informasi perlu dikembangkan
pemerintah guna mempermudah pemerintah dalam mengakses, mengelola,
dan menggunakan informasi secara tepat, cepat, dan akurat (Eristanti, 2019).

Untuk meningkatkan kemampuan mengatur keuangan serta penyaluran atau



distribusi informasi keuangan kepada pelayanan publik baik pemerintah
daerah maupun pemerintah pusat maka pemerintah memiliki kewajiban untuk
memajukan teknologi informasi.

Melihat adanya beberapa permasalahan yang terjadi didalam masyarakat
seperti rusaknya ruas jalan Kabupaten ataupun desa Yyang segera
membutuhkan perbaikan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Demak merupakan salah satu instansi pemerintahan yang memiliki
peran penting untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan
permasalahan tersebut. Penyerapan anggaran dalam OPD perlu dilakukan
secara maksimal agar kebutuhan masyarakatpun bisa terpenuhi dengan baik.
Ketika terjadi =penurunan atau rendahnya penyerapan anggaran pada
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan berdampak pada kurang
terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini membahas permasalahan terkait dengan perubahan Sistem
Informasi Manajemen = Daerah (SIMDA) menjadi Sistem Informasi
Manajemen Daerah Next Generation (SIMDA NG) yang berdampak terhadap
proses penyerapan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Demak. SIMDA NG merupakan sistem yang
dibuat dan dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) dalam bentuk website untuk memfasilitasi proses penyusunan
anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja (Palopo,
2022). Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dikenalkan kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten Demak pada tahun 2017 berlanjut sampai



tahun 2021 dan diperbarui pada tahun 2022 menjadi Sistem Informasi
Manajemen Daerah Next Generation (SIMDA NG). Guna mewujudkan
pengelolaan, penganggaran dan penataausahaan keuangan pemerintahan
daerah yang baik dan terarah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) menciptakan SIMDA yang dapat di manfaatkan setiap saat (Yanto,
2019).

Dalam implementasinya, Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
memiliki kendala tidak dapat aksesnya sistem tersebut melalui website yang
akan berdampak ke terbatasnya akses pengguna untuk menggunakan Sistem
Informasi Manejemen Daerah (SIMDA). Adanya permasalahan tersebut,
pemerintah Daerah mengambil langkah untuk memperbarui Sistem Informasi
Manajemen Daerah (SIMDA) dengan harapan dapat menyelesaikan kendala
yang terjadi. Pembaruan yang dilakukan Pemerintah menjadi Sistem Informasi
Manajemen Daerah Next Generation (SIMDA NG) memunculkan beberapa
kendala karena ketidaksiapannya dan masih harus banyak melakukan
penyesuaian yang pada akhirnya akan berdampak terhadap pelaksanaan
kegiatan sampai dengan proses realisasi anggaran.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan tersebut menarik
untuk diteliti karena melihat adanya perubahan dari Sistem Informasi
Manajemen Daerah (SIMDA) menjadi Sistem Informasi Manajemen Daerah
Next Generation (SIMDA NG) yang dapat mempengaruhi penyerapan
realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Demak..



1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak
perubahan dari Sistem Informasi Manajemen Dareah (SIMDA) menjadi Sistem
Informasi Manajemen Daerah Next Generation (SIMDA NG) dalam
mempengaruhi proses penyerapan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak.

1.3. Sistematika Laporan

Penyusunan laporan magang ini terdiri dari beberapa bab dan sub-bab
yang masing-masing menjelaskan hal yang berbeda. Adapun sistematika laporan

sebagai berikut :
1.1.1 BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan secara umum gambaran magang yang dilakukan,
permasalahan, dan tujuan magang, serta menjelaskan mengenai sistematika

penyusunan laporan magang.

a. Latar Belakang
Menguraikan alasan dari pemilihan topik yang dipilih berdasarkan
permasalahan atau keunikan perusahaan.

b. Tujuan Penelitian
Menjelaskan hal-hal yang akan di uraikan dalam bab analisis.

c. Sistematika Laporan

Menguraikan bab dan sub-bab dalam laporan magang.



1.1.2

BAB 2 Profil Organisasi dan Aktivitas Magang

Menguraikan profil organisasi tempat magang dan
menjelaskan kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama proses

magang.

a. Profil Organisasi

1.1.3

1.14

1.15

Apabila diijinkan oleh perusahaan maka akan di masukkan sub-bab
profil organisasi tempat magang. Dengan menguraikan profil
organisasi yang menjadi konteks dari topik yang dipilih.
. Gambaran Umum QOrganisasi
Menggambarkan dan mengenalkan organisasi tempat magang.
il. Visi dan Misi Organisasi
Menyebutkan visi dan misi organisasi tempat magang.
ii. Struktur Organisasi
Menggambarkan struktur organisasi tempat magang.
Aktivitas Magang
Menguraikan seluruh aktivitas yang dilakukan selama magang.
Bab 3 Identifikasi Masalah
Mengidentifikasi masalah yang muncul dan memilih
beberapa masalah yang paling penting untuk dipecahkan.
Bab 4 Kajian Pustaka
Menguraikan teori yang dapat digunakan untuk membahas
masalah penting yang dipilih.

Bab 5 Metode Pengumpulan dan Analisis Data



1.1.6

1.1.7

1.1.8

Pengumpulan data dan informasi dari perusahaan yang
berguna untuk mendukung validitas dalam analisis data.
Bab 6 Analisis dan Pembahasan
Menguraikan kembali masalah penting yang menjadi topik
pembahasan.
Bab 7 Kesimpulan dan Rekomendasi
Menjelaskan kesimpulan yang dihasilkan dari analisis
permasalahan yang ada. Serta memberikan rekomendasi tentang
hal-hal yang perlu diperbaiki di organisasi tempat magang terhadap
permasalahan yang ada dan program studi terhadap kelemahan
kontribusi mahasiswa saat magang.
a. Kesimpulan
Menyimpulkan pendapat tentang masalah yang dianalisis
b. Rekomendasi
Rekomendasi - tentang hal-hal yang perlu diperbaiki
perusahaan.

Bab 8 Refleksi Diri

Memberikan jabaran tentang hal-hal positif yang diterima
selama perkuliahan yang bermanfaat terhadap pekerjaan selama
magang. Serta penjabaran tentang manfaat magang terhadap

pengembangan softskill yang didapatkan.
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PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1. Profil Organisasi

2.1.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Demak Nomor 59 Tahun 2020 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, tugas pokok Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak adalah membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan
pertanahan yang menjadi. kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Demak mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program Kkerja untuk melaksanakan urusan pekerjaan umum,
penataan ruang, dan pertanahan.

2. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum, tata ruang, dan
pertanahan.

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan
pertanahan;

4. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi di bidang pekerjaan umum, tata

ruang dan pertanahan;



5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum, penataan
ruang dan pertanahan;

6. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak telah dilengkapi dengan

perangkat organisasi sebagai berikut:
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Gambar 2. 1 Struktur Organisasi

2.1.3 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Demak

Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 59 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, uraian tugas



jabatan struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak dipimpin
oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan penyelenggaraan kewenangan urusan pemerintah di bidang
pekerjaan umum, tata ruang, dan pertanahan
B. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
merencanakan operasionalisasi, memberikan tugas, memberi petunjuk,
mengatur, mengevaluasi dan melaporkan - penyelenggaraan tugas
kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan,
evaluasi dan pelaporan. Sekretariat membawahi :
1. Subbagian Program dan Keuangan
Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan
perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan administrasi
keuangan operasional kerja perangkat daerah
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyiapkan

administrasi umum dan kepegawaian serta melaksanakan tata laksana
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pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan

dan kearsipan perangkat daerah.

C. Bidang Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi, yang membawabhi:
Bidang Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
dalam merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, melaksanakan,
membina, mengembangkan dan mengendalikan Sumber Daya Air. Bidang
Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi membawahi :
1. Seksi Pembangunan dan Sumber Daya Air

Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Air, mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan
sumber daya air meliputi :

a. Menyusun rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk
konstruksi bangunan, embung dan bangunan penampung air
lainnya;

b. Menyusun rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk
konstruksi air tanah dan air baku;

c. Menyusun rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk
konstruksi pengendalian banjir, lahan, drainase utama perkotaan

dan pengaman pantai;
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e.

f.

Melakukan peningkatan jaringan irigasi permukaan, bendung
irigasi, irigasi rawa, irigasi tambak, sumur jaringan irigasi air
tanah, irigasi air tanah;

Merehabilitasi jaringan irigasi air tanah;

Mengelola dan mengawasi alokasi air irigasi

2. Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Pengendalian SDA

Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Pengendalian SDA mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang operasi,

pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air yang meliputi:

a.

b.

Merevitalisasi danau,

Menormalisasi atau merestorasi sungai;

Membangun infrastruktur untuk melindungi mata air;

Melakukan operasi dan pemeliharaan bendungan, embung dan
penampung air lainnya;

Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan konservasi
kawasan rawa;

Melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan,
bendung irigasi, jaringan irigasi rawa, jaringan irigasi tambak,

sumur jaringan irigasi air tanah, jaringan irigasi air tanah.

3. Seksi Bina Konstruksi
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Seksi Bina Konstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
dan pelaporan bidang bina konstruksi yang meliputi:
a. Menyiapkan training need assessment (TNA) pelatihan tenaga
terampil konstruksi;
b. Menyiapkan instruktur atau asesor atau penyelenggara pelatihan;
c. Menyiapkan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil
konstruksi melaksanakan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
d. Mengidentifikasi ~potensi kerjasama dan pemberdayaan jasa
konstrukst;
e. Memfasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi;
D. Bidang Bina Marga
Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan
kebijakan teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan penyelenggaraan
jalan dan jembatan, membina dan mengendalikan pemanfaatan ruang milik
jalan dan jembatan. Bidang Bina Marga, yang membawahi
1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan jalan dan

jembatan yang meliputi :
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o

Menyusun rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan

jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;

b. Melakukan pembebasan lahan atau tanah untuk penyelenggaraan
jalan dan jembatan;

c. Mengelola leger jalan;

d. Melaksanakan pembangunan jalan;

e. Melakukan pelebaran jalan ukuran standar, pelebaran jalan
menambah lajur;

f.  Merekonstruksi jalan.

Seksi Pengendalian, Pengawasan Jalan dan Jembatan

Seksi Pengendalian, Pengawasan Jalan dan Jembatan mempunyai

tugas pokok -membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam

melaksanakan pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan

pemanfaatan ruang milik jalan dan jembatan yang meliputi:

a. Melakukan pengawasan teknis penyelenggaraan jalan atau
jembatan;

b. Melaksanakan penanggulangan dan evaluasi penyelenggaraan jalan
atau jembatan;

c. Melakukan pengawasan teknis penyelenggaraan jalan atau
jembatan.

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi
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dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang operasi dan
pemeliharaan jalan dan jembatan yang meliputi:
a. Merehabilitasi jalan;
b. Melakukan pemeliharaan berkala jalan;
¢. Melakukan pemeliharaan rutin jalan;
d. Merehabilitasi jembatan;
e. Melakukan pemeliharaan rutin jembatan;
f. Melakukan pemeliharaan berkala jembatan;
E. Bidang Cipta Karya, yang membawahi
Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis,
merencanakan,  mengkoordinasikan, -~ membina,  mengembangkan,
mengawasi dan mengendalikan Tata Bangunan, Gedung, Sistem
Penyediaan Air Minum, Drainase dan Limbah Domestik.
1. Seksi Tata Bangunan dan Gedung
Seksi Tata Bangunan dan Gedung mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang tata bangunan dan Gedung
yang meliputi:
a. Melakukan perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan
pemanfaatan bangunan gedung kabupaten;

b. Menyusun regulasi terkait bengunan gedung Kabupaten;
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c. Melaksanakan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung
negara kabupaten;

d. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan
gedung negara wilayah kabupaten;

e. Melakukan identifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan
gedung cagar budaya yang dilestarikan milik pemerintah
kabupaten;

f. Melaksanakan bantuan teknis bagi masyarakat pemilik bangunan
gedung cagar budaya yang ditetapkan tingkat kabupaten.

. Seksi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum

Seksi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai tugas

untuk melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan bidang pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM)
yang meliputi:

a. Menyusun rencana, kebijakan, strategi, dan teknis Sistem
Pengelolaan Air Minum (SPAM)

b. Melaksanakan supervisi pembangunan atau peningkatan atau
perluasan atau perbaikan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM);

c. Melaksanakan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum
(SPAM);

d. Membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan

perpipaan dikawasan perkotaan;
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e.

f.

Membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan
perpipaan dikawasan pedesaan;

Melakukan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

jaringan perpipaan dikawasan pedesaan;

3. Seksi Pengelolaan Drainase dan Limbah Domestik.

Seksi Pengelolaan Drainase dan Limbah Domestik mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan

Drainase dan Limbah Domestik yang meliputi:

a.

g.

Melakukan  supervisi  pembangunan atau - rehabilitasi atau
peningkatan atau perluasan atau sistem pengelolaan air limbah
domestik terpusat skala kota;

Melaksanakan pembangunan atau penyediaan sistem pengelolaan
air limbah terpusat skala kota;

Melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait
penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik;

Pelakukan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air
limbah domestik;

Melakukan pembinaan teknik sistem drainase perkotaan;
Membangun sistem drainase;

Meningkatkan saluran drainase perkotaan;

F. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan yang membawahi:
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Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan
kebijakan teknis, merencanakan, mengkoordinasikan, membina,
mengembangkan, mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan Ruang
wilayah, Bangunan dan Pertanahan.
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang
Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang bidang perencanaan tata
ruang yang meliputi:
a. Melaksanakan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi
dan penetapan RTRW Kabupaten;
b. Menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang;
c. Mensosialisasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
bidang penataan ruang;
d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW
kabupaten;
2. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas
melakukan peyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian dan
pemanfaatan ruang yang meliputi:

a. Menyediakan sistem informasi penataan ruang;
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b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan
hukum bidang penataan ruang;

c. Mengoperasikan tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil
(PPNS) bidang penataan ruang;

3. Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi

dan pelaporan bidang pertanahan yang meliputi:

a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi
penanaman modal dan kemudahan berusaha;

b. Menginventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam
satu Kabupaten;

c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti
kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah
kabupaten;

d. Mengiventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah;

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh Kepala UPTD yang
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan
pembinaan, pemeliharaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan
pekerjaan umum dan tata ruang.

H. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan

dalam menunjang tugas pokok Dinas.

2.1.4. Telaah Visi dan Misi Lembaga

Dengan mempertimbagkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan
peluang yang ada di Kabupaten Demak serta mempertimbangkan budaya yang
hidup dalam masyarakat, maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun
mendatang harus berdasarkan visi dan misi Bupati yang terpilih sebagai hasil dari
pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan
diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak pada akhir periode. Isi menjadi
fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan
kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kabupaten Demak menjadi penting
karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung bangunan
daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten
Demak baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan
permasalahan, isi-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan
nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Demak untuk periode 2021-2026

sebagai berikut :

“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Visi dan Misi Bupati Demak diterjemahkan pada visi pembangunan
Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 menyatakan:
a. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan

bermasyarakat yang agamis, kondusif, dan berbudaya;
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b. Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan
lingkungan hidup yang berkualitas, dan berdaya saing;
c. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka
lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
Dari ketiga misi Daerah Kabupaten Demak tersebut maka misi ketiga adalah misi
yang diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

adalah misi (1) dan (3).

2.1.5 Pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah Next Generation
(SIMDA NG)

Pengguna SIMDA NG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Demak adalah semua staff DINPUTARU terutama admin bidang
(setelah koordinasi-dengan-kepala seksi dan kepala bidang masing-masing admin),
terutama saat penganggaran keuangan murni yang dilakukan di pertengahan
sampai akhir tahun untuk menganggarkan detail Rencana Kerja dan Anggaran
Murni (RKAM) tahun berikutnya dan detail Rencana Kerja dan Anggaran
Pergeseran (RKAP) tahun berjalan saat terdapat pergeseran ataupun perubahan

anggaran.

Selain admin bidang sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yang
menggunakan SIMDA NG adalah staff program dan keuangan, berkaitan dengan
proses penganggaran induk dan penatausahaan keuangan yang pada akhirnya

menghasilkan laporan keuangan Dinas.
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2.2. Aktivitas Magang

2.2.1. Deskripsi Aktivitas Magang
Berikut ini merupakan jadwal kegiatan magang di Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak :

. Masuk pukul 07.30
ii. Istirahat pada pukul 12.00 — 13.30 WIB

iii. Pulang pada pukul 15.30 WIB

Tabel 2. 1 Jam Kerja DINPUTARU Kabupaten Demak

Hari Kerja Jam Kerja

Senin - Kamis 07.30 - 07.45 WIB (Apel pagi)
07.45 - 12.00 WIB (Masuk)
12.00 — 13.30 WIB (Istirahat)
13.30 — 15.30 WIB (Masuk)

15.30 - .........WIB (Pulang)

Jumat 07.30 - 07.45 WIB (Apel pagi)
07.45—12.00 WIB (Masuk)
12.00 — 13.30 WIB (lstirahat)
13.30 — 15.00 WIB (Masuk)

15.00-........ WIB (Pulang)

22




2.2.2. Penjelasan Kegiatan Magang di DINPUTARU

Selama proses magang, peneliti ditempatkan di bagian sekretariat

khususnya bagian Program dan Keuangan. Tugas pokok dan fungsi sebagai

berikut:

Kegiatan magang diawali dengan apel pagi kemudian dilanjutkan
dengan pengenalan jobdesk didalam DINPUTARU khusus dibagian
Sekretariat dan perkenalan diri ke staff bagian Sekretariat.

Dalam satu bulan pertama peneliti mendapatkan tugas yang ditangani
oleh sekretariat bagian keuangan tertama tugas mengenai gaji ASN.
Tugas menghitung dan merekap jumlah gaji ASN yang dimulai dari
adanya tunjangan, potongan pajak, dan potongan-potongan yang
lainnya sampai-menghasilkan gaji bersih, kemudian peneliti juga di
tugaskan dalam merekap para ASN yang dikenakan pengembalian
tunjangan anak.

Bulan kedua peneliti di tugaskan membantu bendahara pengeluaran
dalam mencari selisih ketika terjadi ketidakcocokan angka,
mencocokan dan memastikan nominal angka dari data yang sudah ada
dengan data yang sudah terinput di dalam sistem.

Bulan ketiga peneliti dipindah pada bagian pemrograman. Di bagian
tersebut peneliti di tugaskan untuk merekap semua kegitan di tahun
2022 agar sesuai dengan data yang sudah ada. Selain itu peneliti juga

membantu dalam mengirimkan surat yang akan dikirimkan ke instansi
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tertentu, dan mengikuti rapat sosialisasi yang dilakukan untuk seluruh
Dinas yang ada di kabupaten Demak.

Bulan keempat dan kelima peneliti kembali ditempatkan pada bagian
keuangan. Peneliti menerima tugas yang semakin beragam, seperti
mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA),
melakukan pengelompokan Ganti Uang (GU) sesuai dengan kegiatan
dari masing-masing bidang. Penginputan pengeluaran yang terkena
pajak dengan merekap jurnal, ID Billing, serta Nomor Transaksi
Penerimaan Negara (NTPN) untuk disetorkan ke Bank Pemerintah
Daerah (BPD), mengecek dan mencocokkan Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) dari berbagai bidang dengan Ganti Uang
(GU) yang sudah dibuat.

Selama lima bulan mngikuti program magang Merdeka Belajar
Kampus Merdeka (MBKM) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Demak, peneliti mendapat banyak ilmu,
pengalaman, dan pengetahuan baru. Peneliti juga bisa mengenal,
mempelajari, dan mengoperasikan berbagal macam sistem yang ada.
Dengan pengalaman yang luar biasa, dapat menambah kemampuan

peneliti untuk menghadapi dunia kerja.
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BAB 111

IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan merupakan hal yang sangat wajar terjadi dalam suatu
instansi atau lembaga manapun begitu juga dengan Dinas. Permasalahan bisa
terjadi dari berbagai macam aspek ataupun kegiatan yang dijalankan, tetapi
dengan adanya hal tersebut bisa dijadikan sebagai bahan referensi dan evaluasi
guna memperbaiki untuk hal berikutnya. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan
permasalahan berdasarkan dari hasil yang sudah diperoleh selama magang di
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak. Peneliti
mengidentifikasi masalah di Dinas Pekerjan Umum dan Penataan ruang
Kabupaten Demak karena adanya urgensi permasalahan di dalam penyerapan
realisasi anggaran. Adanya penyerapan realisasi anggaran yang rendah atau
lambat maka instansi dapat dinilai kurang baik dalam menjalankan rencana yang

sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu (Ruddy et al., 2018)

3.1 Temuan Masalah pada Unit Fungsional

Berdasarkan hasil dari pengamatan di Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Demak mengalami beberapa kendala dalam
pelaksanaan kegiatannya. Adapun penjelasan mengenai setiap masalah sebagai

berikut :
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No

Unit Fungsional

Sumber Masalah

Akuntansi

. Adanya penumpukan realisasi

anggaran di akhir tahun.

. Adanya perubahan dan pergeseran

anggaran.
Belum siapnya Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah Next Generation
(SIMDA  NG) dalam  proses

penganggaran.

. Adanya pembaruan Sistem Informasi

Manajemen Daerah (SIMDA)
Keterlambatan = pembuatan  Surat

Pertanggungjawaban (SPJ)

Manajemen SDM

Penempatan pegawai Yyang masih
belum sesual dengan jurusan masing-
masing.

Kurangnya pegawai dengan jurusan
tekhnik dalam bidang

Kurangnya pengawasan dalam proses
penginputan data.

Pensiun ASN vyang tidak diimbangi
dengan pengangkatan ASN baru.

Masih terdapat pegawai dengan
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jurusan yang tidak sesuai
6. Kurangnya ketelitian dalam
pembuatan Surat Pertanggungjawaban

(SPJ).

3.2 Masalah Utama yang diteliti

Dalam penelitian kali ini membahas mengenai urgensi permasalahan
secara spesifik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
yang mengalami kendala terkait dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA merupakan sistem yang di rancang oleh
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam proses
penganggaran dan penatausahaan keuangan. SIMDA sangat berperan dalam
proses penyerapan realisasi anggaran sampai dengan pembuatan laporan
keuangan, tetapi dengan perubahan fitur yang hampir setiap tahunnya sehingga
menyebabkan banyak ketidaksiapan dalam aplikasi tersebut terutama di tahun

2022.

Pembaruan fitur dari SIMDA menjadi SIMDA Next Generation (SIMDA
NG) / FMIS menyebabkan beberapa perubahan yang dimana sistem tersebut
masih harus mendapatkan perlakuan khusus untuk mempermudahkan para
pengguna SIMDA dalam menggunakan dan mempercepat proses penginputan.
Hal-hal dari SIMDA NG yang masih menjadi permasalahan yaitu belum siapnya
aplikasi tersebut dalam proses penganggaran keuangan seperti halnya mengalami

gagal posting Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dinas Pekerjaan Umum

27



dan Penataan Ruang Kabupaten Demak (DINPUTARU) dalam mengalokasikan
anggaran berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan hasil postingan dari Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu pada
entryan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) digunakan sebagai dasar pencairan anggaran Dinas, dokumen
tersebut mengcover atau megakomodir semua rekening pendapatan dan belanja
serta anggaran kas perbulan. Saat DPA tidak menampilkan hal tersebut, maka

dapat di kategorikan sebagai gagal posting.

Saat Sistem Informasi Manajemen Daerah Next Generation (SIMDA NG)
mengalami gagal posting, maka akan berdampak terhadap lambatnya penyerapan
realisasi anggaran. Pada dasarnya realisasi anggaran harus bisa di serap secara
maksimal dengan menentukan target setiap bulannya. Hal tersebut dilakukan
untuk menghindari penumpukan di akhir tahun dimana akan berakibat tidak

terserapnya realisasi anggaran secara baik.
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BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Aplikasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan suatu sistem
aplikasi yang di rancang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) untuk membantu organisasi perangkat daerah dalam mengelola
penatausahaan keuangan. Menurut (Ariska, n.d.) Sistem Informasi Manajemen
Daerah yang dikembangkan olen Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) merupakan suatu produk teknologi sistem informasi yang
digunakan oleh pemerintahan daerah di Indonesia dalam mengelola keuangan
daerahnya. SIMDA dirancang dengan memperhatikan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) sehingga mengharuskan adanya pengendalian terhadap aplikasi
yang akan dijadikan sebagai pedoman pemerintah daerah untuk menghasilkan

Laporan Keuangan Pemerintah Daaerah (LKPD).

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah merancang
sebuah sistem aplikasi yang digunakan untuk mengolah data penatausahaan
keuangan mejadi laporan keuangan yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah
(SIMDA) dimana sistem ini dikembangkan untuk menunjang tercapainya
akuntanbilitas atau pertanggungjawaban bagi pemerintah baik pada tingkat SKPD
maupun SKPKD (Yanto, 2019). Output yang dihasilkan Sistem Informasi

Manajemen Daerah (SIMDA) meliputi:
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1. Penganggaran

a.

b.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

2. Penatausahaan

o

e.

f.

g.

Surat Penyediaan Dana (SPD)

Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Surat Perintah Membayar (SPM)
Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Surat Tanda Setoran (STS)

Register Penatausahaan

3. Akuntansi dan Pelaporan

a.

b.

Jurnal

Buku Besar

Buku Pembantu

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Laporan Operasional

Laporan Arus Kas

Neraca

Menurut (Yanto, 2019) tujuan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) merancang dan menerapkan Sistem Informasi Manajemen

Daerah (SIMDA) yaitu sebagai berikut:
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a. Sebagai tempat pertukaran informasi pada masing-masing unit Kerja
dengan penerima koneksi jaringan Sistem Informasi Manajemen Daerah
(SIMDA)

b. Sebagai media kontrol baik pencapaian fisik utuk realisasi kegiatan dan
penyerapan dana.

c. Sebagai sarana pelaksanaan good government.

4.2 Pembaruan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menjadi

Sistem Informasi Manajemen Daerah Next Generation (SIMDA NG)

Dalam upaya pengembangan, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) melakukan perubahan SIMDA menjadi sistem SIMDA NG
atau biasa disebut dengan Financial Information Management System (FIMS).
Sistem Informasi Manajemen Daerah Next Generation (SIMDA NG) merupakan
pengembangan dari SIMDA dalam bentuk website sesuai dengan kebutuhan
pemerintah daerah dalam upaya peningkatan akuntanbilitas

https://www.bpkp.go.id/.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dikenalkan kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Demak pada tahun 2017 berlanjut sampai tahun
2021 dan diperbarui pada tahun 2022 menjadi Sistem Informasi Manajemen
Daerah Next Generation (SIMDA NG). Guna mewujudkan pengelolaan,
penganggaran dan penataausahaan keuangan pemerintahan daerah yang baik dan

terarah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembanguan (BPKP) menciptakan
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SIMDA dan memperbarui menjadi sistem berbasis website yang dapat di

manfaatkan setiap saat (Yanto, 2019).

4.3 Realisasi Anggaran

Menurut (Prasetyo & Nugraheni, 2020) Realisasi anggaran merupakan
laporan yang mencakup pendapatan, pengeluaran yang dibuat oleh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang telah di lakukan selama periode yang telah di
tentukan. Laporan realisasi anggaran berguna untuk menyediakan sebuah
informasi untuk memperkirakan sumber daya ekonomi baik yang akan diterima
ataupun dikeluarkan dalam mendanai semua Kegiatan yang berasal dari pusat
maupun dari daerah (Sahroni, 2021). Laporan realisasi anggaran adalah laporan
yang terdiri dari pengguna sumber daya kas yag telah di kelola oleh Orgaisasi
Perangkat Daerah (OPD) dalam periode tertentu (Prasetyo & Nugraheni, 2020).
Laporan Realisasi Anggaran memiliki peran penting bagi para pemangku
kepentingan dalam menilai Kinerja suatu pemerintahan. Dalam Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) mencakup dana yang telah di anggarkan sebelumya, sehingga
LRA berfungsi untuk menilai efektivitas dan efesiensi anggaran (Prasetyo &

Nugraheni, 2020).

Peraturan ~ Menteri Keuangan  Republik  Indonesia ~ Nomor
214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga menyebutkan bahwa :
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1. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan
memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana
penarikan dana setiap bulan.

2. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara realisasi

anggaran dengan pagu anggaran.

Untuk mengukur realisasi anggaran keuangan, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Demak dapat mengetahui secara langsung dengan
aplikasi SIMDA NG, tanpa menggunakan aplikasi lain. Laporan yang disediakan
SIMDA NG diperoleh dari hasil etryan operator, jika belanja rutin yang di cairkan
dengan Ganti Uang (GU) maka mulai proses entri Buku Kas Umum (BKU),
pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), pengesahan SPJ dan pada akhirnya
tebit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) langsung berpengaruh terhadap
laporan realisasi anggaran, hal tersebut juga berlaku untuk belanja yang dicairkan

secara Langsung (LS).

4.4 Teori Implementasi Kebijakan

Dalam struktur kebijakan, implementasi kebiajkan merupakan tahap
penting yang dimana dapat mempengaruhi tingkat berhasil atau tidaknya proses
dalam mencapai tujuan tersebut (Mursalim, 2017). Pelaksanaan implementasi
kebijakan tidak akan selalu berhasil dengan mudah. Ada beberapa faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan. Ada beberapa model yang bisa digunakan
dalam memahami suatu implementasi kebijakan (Heldan et al., n.d.) seperti yang

telah di kemukaan oleh George Edwards, implementasi kebijakan memiliki 4 segi
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yang wajib di perhatikan untuk menjadikan sebuah implementasi kebijakan yang

efektif, diantaranya yaitu :

1)

2)

3)

4)

Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting untuk menunjang keberhasilan
implementasi kebijakan agar para pelaksana juga mengetahui suatu tujuan
yang akan di jalankan. Apabila suatu tujuan kebijakan tidak terarah, maka
kemungkinan bisa terjadi intensitas pada suatu kelompok.

Sumber Daya

Ketika suatu kebijakan sudah di komunikasikan secara jelas dan terarah,
tetapi masih tetap membutuhkan sumberdaya untuk membantu
implementasi suatu kebijakan agar berjalan dengan efektif.

Disposisi

Menurut (Heldan et al., n.d.) disposisi merupakan sebuah komitmen atau
tanggungjawab. Apabila seorang pelaksana memiliki disposisi atau
tanggungjawab yang baik, maka ia dapat dipastikan dapat menjalan suatu
kebijakan dengan baik.

Struktur Birokrasi

Salah satu aspek struktur terpenting di setiap organisasi yaitu dengan
adanya Prosedur Operasi Standar (SOP). SOP menjadi petunjuk pagi para
pelaksana dalam bertindak. Apabila struktur organisasi di buat terlalu
panjang, maka akan menyebabkan lemahnya pengawasan dan menjadi

rumitnya prosedur birokrasi.
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Salah satu yang menjadi tolak ukur dalam suatu implementasi kebijakan
yaitu terletak pada efektivitas implementasi kebijakan itu sendiri. Apabila suatu
implementasi kebijakan bisa dilakukan secara efektif maka dalam penggunaan
sistem informasi yang di anjurkan sesuai kebijakan juga akan berjalan dengan

baik, sehingga membantu instansi dalam melaksanakan kegiatannya.

4.5 Peran Sistem Informasi Manajemen Daerah Next Generation (SIMDA

NG) dalam Penyerapan Realisasi Anggaran

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah merancang
sebuah sistem aplikasi yang digunakan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan
Daerah. Perancangan aplikasi tersebut di kembangkan untuk mendukung proses
penatausahaan keuangan guna membantu merealisasikan anggaran secara
maksimal. Sistem Informasi Manajemen Daerah Next Generation (SIMDA NG)
berfungsi membantu pemerintah dalam proses pengelolaan, penganggaran,
penatausahaan keuangan, dan pelaporan keuangan, sehingga SIMDA NG
memiliki efek yang sangat besar dalam membatu merealisasikan anggaran (Berkat
et al., 2022). Menurut George C. Edward Ill penggunaan teori implementasi
kebijakan yaitu jika suatu kebijakan mengharuskan penggunaan suatu sistem yang
dianggap penting tetapi tidak di persiapkan dengan baik, maka sulit untuk
mewujudkan suatu tujuan tertentu (Mursalim, 2017). Oleh karena itu, jika SIMDA
tidak dipersiapkan dengan baik, maka kendala tersebut akan menghambat semua
kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga berdampak pada

penyerapan realisasi anggaran.
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BAB V

METODA PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

5.1 Kajian Lapangan

Berdasarkan hasil yang akan di peroleh, maka penelitian ini termasuk ke
dalam penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan karena data diperoleh langsung
dalam bentuk opini atau tanggapan narasumber terkait dengan penelitian ini.
Menurut (Zaluchu, 2020) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang
dilakukan dalam memahami sebuah fenomena tanpa melibatkan hubungan antar
variabel. ~Sedangkan (Syahruddin, 2022) mengemukakan bahwa penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis
suatu data baik secara lisan ataupun tindakan. Oleh karena itu, penelitian
kualitatif lebih membahas dan menekankan terhadap kualitas dari sebuah
informasi yang bisa dilakukan dengan salah satu cara yaitu wawancara terhadap

narasumber.

Penelitian ini lebih difokuskan terhadap pengelolaan anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Demak. Fokus dari penelitian ini yaitu membuat suatu kesimpulan
mengenai pembaruan penggunan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
dalam membantu proses penyerapan realisasi anggaran. Oleh Kkarena itu,
penelitian ini bermaksud untuk mencari kesimpulan dalam menilai adanya

pembaruan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menjadi Sistem
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Informasi Manajemen Daerah Next Generation (SIMDA NG) terhadap
penyerapan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(DINPUTARU) Kabupaten Demak.

5.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian kualitatif ini tidak adanya perhitungan data yang diperoleh
dengan penggunaan statistik, dikarenakan pada penelitian ini hanya bertujuan
untuk mengeksplorasi atau menggali secara mendalam mengenai fenomena yang

akan di teliti dan penelitian ini tidak bertujuan untuk menggeneralisasi.

Objek penelitian merupakan topik permasalahan yang akan di kaji atau
suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Objek utama dalam
penelitian ini yaitu terjadinya pembaruan Sistem Informasi Manajemen Daerah
(SIMDA) menjadi - Sistem Informasi Manajemen Daerah Next Generation
(SIMDA NGQG) terhadap penyerapan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak.

5.2.1 Subjek Lapangan

Subjek penelitian merupakan narasumber, yaitu seseorang yang
memberikan informasi maupun data riset untuk penelitian dan apa yang menjadi
sumber informasi dalam penelitian. Adapun subjek dari penelitian ini merupakan
Supervisor dalam proses magang MBKM, vyaitu Plt. Ka.Sub.Bag Program dan
Keuangan. selain itu, di dukung juga dengan narasumber lainnya seperti para staff

pada Bagian Program dan Keuangan.
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5.2.2 Teknik Penentuan Informan

Teknik penetuan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan suatu sampel
dengan mempertimbangkan dan memilih suatu kriteria dengan maksud tertentu
terhadap sampel yang akan diteliti (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini yaitu
memperoleh suatu data dari narasumber yang dianggap memiliki kekuatan di
bidang program dan keuangan sehingga memudahkan peneliti dalam mengetahui

situasi yang akan terjadi.

5.2.3 Objek Lapangan

Objek dari penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai kondisi sosial yang
berhubungan dengan suatu tempat, pelaku, dan kegiatan yang saling berhubungan
yaitu penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daeah Next Generation (SIMDA
NG) dalam membantu proses penyerapan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak.

5.3 Sumber Data

Sumber data merupakan suatu hal yang dapat memberikan penjelasan atau
informasi yang dilakukan oleh peneliti dalam pengambilan keputusan (Ramlah B,
2013). Analisis pada penelitian ini yaitu didasarkan pada informasi dengan
melakukan wawancara kepada informan atau narasumber untuk memperoleh
suatu informasi. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data primer

dan data sekunder.
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1) Data Primer
Data primer merupakan data yang berasal dari sebuah informasi secara
lisan yang diperoleh dari sumber aslinya (Danial, 2015). Dalam penelitian
ini, peneliti  menggunakan hasil wawancara yang diperolen dari
narasumber terkait dengan topik yang akan diteliti. Wawancara dilakukan
secara langsung dengan narasumber yaitu Supervisor di Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak selama
kegiatan magang untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap.

2) Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh langsung dari suatu instansi
atau perusahaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
berupa data mengenai penyerapan realisasi anggaran dari tahun 2019
sampai dengan tahun 2022. Data inilah yang akan digunakan untuk
membandingkan antara realisasi anggaran di semester 1 tahun 2022
dengan realisasi anggaran pada periode tersebut di tahun-tahun

sebelumnya.

5.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini

yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara
Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

bertanya langsung kepada responden utuk memperoleh informasi yang
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lebih terinci (Alhamid & Anufia, 2019). Wawancara yang akan digunakan
dalam penelitian ini yaitu wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara
yang bebas menanyakan apa saja dengan membawa sejumlah pertanyaan
lengkap tetapi tetap mengikuti pedoman yang sudah di tentukan.
Dokumentasi

Menurut (Renoat & Latupeirissa, 2019) dokumentasi merupakan teknik
pengumpulan data yang merujuk pada objek penelitian dengan adanya
dokumen-dokumen  resmi, surat-surat resmi,peraturan  perundang-
undangan, ataupun Dbetuk laporan lainnya yang bertujuan dengan

penelitian.

5.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis

deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berfungsi

memberikan sebuah gambaran mengenali persoalan untuk menjawab suatu

fenomena yang terjadi (Dewi, 2022). Analisis data deskriptif kualitatif dalam

penelitian ini yaitu penggunaan data yang diperoleh langsung dari Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak dengan

tahapan analisis sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi terkait fokus penelitian dengan

melakukan sebuah wawancara serta dokumentasi di Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak mengenai

40



penggunaan suatu sistem dalam mempengaruhi penyerapan realisasi
anggaran.

Mengidentifikasi serta menganalisis problem secara lengkap mengenai
terjadinya penurunan penyerapan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak.

Membuat sistematika anggaran dengan melihat kebutuhan yang diperlukan
pada Dinas Pekerjaan Umum. dan Penataan Ruang (DINPUTARU)
Kabupaten Demak.

Memberikan masukan atas pembuatan sistematika anggaran agar lebih
fokus sesuai kebutuhan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(DINPUTARU) Kabupaten Demak.
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BAB VI

6.1 Analisis dan Pembahasan

6.1.1 Analisis Penyerapan Realisasi Anggaran Pada DINPUTARU Semester
1 Tahun 2022 dengan Penggunaan SIMDA NG

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
diharuskan mampu dalam merealisasikan penyerapan realisasi anggaran secara
maksimal. Salah satu tahapan dalam proses laporan realisasi anggaran yaitu
dengan diberlakukannya penerapan penggunaan Sistem Informasi Manajemen
Daerah Next Generation (SIMDA NG) sesuai dengan Peraturan Kementerian

Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 dan Nomor 77 Tahun 2020.

Proses awal diberlakukannya penggunaan sistem informasi tersebut,
terdapat beberapa kendala yang dihasilkan, sepertihalnya tidak bisa memproses
Rencana Kerja Anggaran (RKA) menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA), proses entri yang harus mengikuti aktivitas pada RKA sehingga
membutuhkan waktu yang sangat lama, dan lain sebagainya. Hal tersebut
berdampak terhadap proses capaian penyerapan anggaran khususnya pada belanja
modal yang tidak bisa terserap secara maskimal. Pada tahun 2020 hingga tahun
2021 di semester 1 dinas mampu merealisasikan belanja modal peralatan dan
mesin, belanja modal gedung dan bangunan, serta belanja modal jalan, irigasi dan
jaringan. Sampai di tahun 2022 pada semester 1 dinas tidak bisa merealisasikan

pada belanja modal tesebut.
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Berkaitan dengan diberlakukannya penerapan SIMDA NG pada
Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang memiliki dampak terhadap
Penyerapan Realisasi Anggaran, maka dapat dibuktikan hasil wawancara dengan
Ibu Umar Surya Alamtyas selaku Plt. Ka.Sub.Bag Program dan Keuangan di

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak sebagai berikut:

“ Sistem Informasi Manajemen Daerah Next Generation (SIMDA NG)
mulai diberlakukan di tahun 2022, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk
lebih memudahkan para pemangku kepentingan dan para pekerja dalam
mengakses kegiatan. SIMDA NG ini juga lebih transparan dikarenakan sudah
dipebarui berbasis website. Tetapi setelah di praktikan, ternyata sistem ini tidak
bisa berjalan dengan baik, dan masih belum siap dalam proses penganggaran
sehingga membutuhkan banyak perbaikan. Ketika sistem informasi yang
digunakan masih seperti ini, maka bisa berdampak terhadap penyerapan realisasi
anggaran pada semester 1, dikarenakan sistem informasi menghambat para

bidang dalam proses pencairan’

6.2 Pembahasan

6.2.1 Penyerapan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2022

Penyerapan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Demak (DINPUTARU) mengalami penurunan pada semester 1
tahun 2022. Salah satu faktor terjadinya penurunan vyaitu diberlakukannya
penggunaan SIMDA NG pada tahun 2022. Terdapat beberapa dampak akibat dari

penerapan SIMDA NG yaitu pada belanja modal di tahun 2022, sebagaimana
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dijelaskan dalam data perbandingan belanja modal sebelum penggunaan SIMDA

NG di tahun 2020 hingga tahun 2021 dan setelah penggunaan SIMDA NG di

tahun 2022,

sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Realisasi

Pendapatan dan Belanja Daerah pada tabel 6.2 sebagai beikut:

s

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 20 JUNE 2020 DAN 2019

Anggaran

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum dan Penatsan Ruang

Unit Organisasi : 1.03.01 DINAS PEKERJASN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit O rganisasi 1.03.01.01  DINAS PEKERJASN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.URUT URAIAN ANGGARAN REALISAST (%) REALISAST

2020 2020 2019

4 PEMDAPATAN - LRA 29.596.875,00 4.700.000,00 15,88 27.500.000,00

R PENDAPATAN ASIT DAERAH (PAD) _LER il S g6 87500 | 270000000 | 158 7 27.500.000,00

4.1.2 Pendapatan Retribusi Dagrah - LRA 29.526.875,00 4,700.000,00 1538 27.500.000,00

3 BELANIA 201,5660,532.453,00 29,549,599,454,00 14,64 307.626.459.753,00

5.1 BELAN JA OPERAST 92.173.973.853,00 26.545.760.454,00 23,80 56.496.639.531,00

5.1.1 Belanja Pegawal .763.616.453,00 7.541:415.097,00 40,19 16.772.824.058,00

512 Belania Bajroutlds B 000N e T Eadicl . 3972581547300 |

5.2 i T 4 SR 0.00 (N Sl e 274 | 251128.820.22200 |

5.2.1 Belanja Modd Tanah 1.185.648.500,00 0,00 0,00 861.254.750,00

5.2.2 Belanja Modd Peralatan dan Mesin 2.557.489.000,00 778.728.000,00 29,30 783.705.000,00

5.2.3 Eelanja Moda Gedung dan Bangunan 24.000.000.000,00 180.017.200,00 0,75 112.045.730.750,00

5.2.4 Belanja Modd Jdan, Irigasi dan Jaringan 81.838.416.100,00 2.045.093.800,00 2,50 137.439.079.722,00

SURPLUS / (DEFISIT) | (201.830.235.578,00) (29.544.899,454,00) 1454 (307.598.959.753,00)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN AN GGARAN (SILPA) (201.330.935.578,00) (29.544.899.454,00) 14,64 (307.598.959.753,00)

Gambar 6. 1 Penyerapan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2020

[

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YAN G BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNE 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1.03 Pekerjzan Umum dan Penataan Ruang

Unit Organisasi :1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi  : 1.03.01,01  DIMASPEKERTAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO. URUT URAIAN ANGGARAN REALISAST (%) REALISAST

2021 2021 2020

4 PENDAPATAN DAERAH 52.000.000,00 9.700.000,00 18,65 30.000.000,00

4.1 PENDAPATAN ASLT DAERAH (PAD) 52.000.000,00 9.700.000,00 18,65 30.000.000,00

4.1.2 Retribusi Daerah 52,000.000,00 9,700,000,00 18,65 30.000.000,00

5 BELANJA DAERAH 250.415.575.852,00 43.417.041.787,00 17,34 218.019.433.946,00

5.1 BELAN JA OPERASI 107.319.414.967,00 25.936.885.233,00 24,17 88.682.375.646,00

5.1.1 Belanja Pegawa 17.030.588.800,00 7.530.524.458,00 44,22 15.517.369.400,00

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 76.953.826.167,00 17.220.380.835,00 22,38 73.165.007.246,00

5.1.5 Belanja Hibah 13.335.000.000,00 1.186.000.000,00 889 0,00

5.2 BELANJA MODAL 143.096.160.885,00 17.480.156.494,00 12,22 129.337.057.300,00

5.2.1 Belanja Moda Tanzh 11.193.573.500,00 0,00 0,00 184.775.000,00

5.2.2 Belanja Moda Peralatan dan Mesin 1.741.000.000,00 348.288.500,00 20,01 1.405.928.000,00

5.2.3 Belanja Modd Gedung dan Bangunan 42.215.867.496,00 389.505.000,00 092 6.564.726.200,00

5.2.4 Belanja Moda Jdan, Jaringan, dan Irigasi 87.945.719.889,00 16,742.362.994,00 19,04 121.181,627.100,00

SURPLUS / (DEFISIT) |  (250.363.575.852,00) (43.407.341.787,00) 17,34 | (217.889.433.346,00)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN AN GGARAN (SILPA) (250.363.575.852,00) (43.407.341.787,00) 17,34 (217.989.433.946,00)

Gambar 6. 2 Penyerapan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2021
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1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

Tahun Anggaran 2022
periode 01 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022

1-03.0-00.0-00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1-03.0-00.0-00.01.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

REALISASI

KODE REKENING URAIAN s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL LEBIH/KURANG
4 PENDAPATAN DAERAH 53.300.000,00 000 13:300000 00 13:300.000,00 (40,000.000,00)
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 53.300.000,00 000 13:300000 00 13:300.000,00 (40.000.000,00)
4102 Retribusi Daerah 55.300.000,00 0.00 13300000 00 13:300.000,00 (0.000.000,00)
5 BELANJA DAERAH 144.756.214 576,00 0.00 10,108 869.107 00 10.108:869.107,00| _ (134.647.345 469,00)
51 BELANJA OPERASI 98.566.104 612,00 0.00 10.108.669.107 00 0.108.869.107,00 (88.459.235 505,00)
51.01 Belanja Pegawai 16.966.526 576,00 0.00 7.207 474 261,00 7207 474 261,00 (9.761 054 315,00)
51.02 Belanja Barang dan Jasa 66.202 576.036,00 0.00 2601 394.646.00 2601394 846,00 (63.601.181.190,00)
51.05 Belanja Hibah 15.397.000.000,00 000 300.000.000 00 300.000.000,00 (15.097.000.000,00)
52 BELANJA MODAL 36.186.109.964,00 0.00 000 0,00 (46.168.109.964,00)
5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.321.308.000,00 000 000 0,00 (1.321.308.000,00)
5203 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6,887 390.964,00 000 000 0,00 (6.887.390.964,00)
5204 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 537.979.411.000,00 000 000 0,00 (37.979.411.000,00)
SURPLUS | DEFISIT | (144.702.914.576,00) 000 (10.095.569.107,00) (10.095.569.107,00) 134 607.345.469,00
SISA LEBIH | KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (144.702.914.576,00) 0.00 (10.095.569.107,00) (10.095.568.107,00) 134.607.345.469,00

Gambar 6. 3 Penyerapan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2022

Tabel 6. 1 Perbandingan LRA sebelum dan setelah penerapan SIMDA NG
pada semester 1

Uraian

Sebelum

Penggunaan SIMDA NG

Setelah
Penggunaan

SIMDA NG

2020

2021

2022

PENDAPATAN 4.700.000,00

DAERAH

9.700.000,00

13.300.000,00

PENDAPATAN 4.700.000,00

ASLI DAERAH

9.700.000,00

13.300.000,00

Restribusi Daerah 4.700.000,00

9.700.000,00

13.300.000,00

BELANJA

DAERAH

29.549.599.545,00

43.417.041.787,00

10.108.869.107,00

BELANJA

OPERASI

26.545,760.454,00

25.936.885.293,00

10.108.869.107,00

Belanja Pegawai

7.541.415.097,00

7.530.524.458,00

7.207.474.261,00
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Belanja Barang dan | 19.004.345.357,00 | 17.220.360.835,00 | 2.601.394.846,00
jasa

Belanja Hibah 0 1.186.000.000,00 | 300.000.000,00
BELANJA 3.003.839.000,00 | 17.480.156.494,00 | 0,00

MODAL

Belanja Modal 0,00 0,00 0,00

Tanah

Belanja Modal 778.728.000,00 348.288.500,00 0,00

Peralatan dan

Mesin

Belanja Modal 180.017.000,00 389.505.000,00 0,00

Gedung dan

Bangunan

Belanja Modal 2.045.093.800,00 | 16.742.362.994,00 | 0,00

Jalan, Jaringan,

Irigasi

Total Pembiayaan | 29.544.899.454,00 | 43.407.341.787,00 | 10.095.569.107,00
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Penyerapan Realisasi Anggaran Semester 1
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Gambar 6. 4 Penyerapan Realisasi Anggaran Semester 1

Berdasarkan tabel diatas, alokasi pagu anggaran pada semester 1 tahun
2020 sebesar 201.830.935.578,00 dan = mampu menyerap  sebesar
29.544.899.454,00 dengan persentase 14,64%. Pada semester 1 tahun 2021
alokasi pagu anggaran sebesar 250.363.575.852,00 mampu merealisasikan
penyerapan anggaran sebesar 43.407.341.787,00 dengan persentase 17,34%.
Berlanjut dengan diberlakukannya penerapan penggunaan SIMDA NG pada
semester 1 tahun 2022, alokasi pagu anggaran sebesar 144.702.914.576,00 dinas
hanya mampu merealisasikan penyerapan anggaran sebesar 10.095.569.107,00
dengan persentase 6,98%. Adanya hal tersebut, berdampak terhadap Belanja
Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.
Secara rinci penyerapan Belanja Modal sebagai dampak dari adanya penerapan

SIMDA NG pada tahun 2022.
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Tabel 6. 2 Perbandingan Belanja Modal sebelum dan setelah penerapan
SIMDA NG pada semester 1

Uraian 2020 2021 2022

Belanja Modal Tanah 0 0 0

Belanja Modal Peralatan | 778.728.000,00 | 348.288.500,00 0

dan Mesin

Belanja Modal Gedung | 180.017.200,00 | 389.505.000,00 0

dan Bangunan

Belanja Modal Jalan, 2.045.093.800,00 | 16.742.362.994,00 | O

Jaringan, dan Irigasi

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,

Irigasi, dan Jaringan tahun 2020-2021

Tahun 2020 mampu merealisasikan Belanja Modal peralatan dan mesin

sebesar 778.728.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar

10.017.200,00, dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar

2.045.093.800,00. Begitu juga di tahun 2021 juga mampu merealisasikan

Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar 348.288.500,00, Belanja Modal

Peralatan dan Mesin sebesar 389.505.000,00, dan Belanja Modal Jalan,

Irigasi, Jaringan sebesar 16.742.362.994,00. Maka dari itu, Belanja Modal

pada semester 1 di tahun 2020-2021 sebelum penggunaan terlaksana dan

terserap dengan baik meskipun dari segi realisasi sepenuhnya

terealisasikan secara utuh di pertengahan ataupun di akhir tahun.
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2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,
Irigasi, dan Jaringan tahun 2022
Pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Demak mengalami penurunan pada Belanja Modal di semester 1. Dinas
hanya mampu merealisasikan Belanja Operasi, dimana hal tersebut
menjadikan adanya penumpukan pada akhir tahun. Dengan demikian,
adanya Penggunaan SIMDA NG tenyata sangat berpengaruh tehadap
proses realisasi anggaran pada DINPUTARU. Hal tersebut disa dibuktikan
hasil wawancara dengan thu Umar Surya Alamtyas selaku Plt. Ka.Sub.Bag
Program dan Keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Demak sebagai berikut:
“ Pada tahun 2022 di semester 1 tidak bisa merealisasikan pada belanja
modal, hal tersebut disebabkan karena faktor dari penggunaan SIMDA
NG. Padahal sebelum diberlakukannya penggunaan SIMDA NG, semua
Belanja pada Dinas bisa terserap walaupun pada akhirnya sepenuhnya
akan terserap di akhir tahun. Ketika pada semester awal belum bisa
merealisasikan dengan baik, sehingga akan terjadi penumpukan di akhir
tahun, dan kebutuhan masyarakatpun belum bisa terpenuhi secara

maksimal”.
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BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah di analisis mengenai penyerapan
realisasi anggaran setelah penerapan SIMDA NG pada Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Manajemen Daerah Next Generation (SIMDA NG)
memiliki peran penting dalam proses penataausahaan keuangan, salah
satunya Yyaitu penyerapan realisasi anggaran pada suatu Organisasi
Pemerintahan Daerah (OPD). Adanya perubahan fitur dari SIMDA
menjadi SIMDA NG menyebabkan banyak ketidaksiapan di tahun 2022.
Kendala yang dihasilkan dari ketidaksiapan sistem informasi tersebut yaitu
terjadinya gagal posting untuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak
(DINPUTARU) dalam mengalokasikan anggaran berdasarkan pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) merupakan hasil postingan dari Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu pada entryan Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) digunakan sebagai dasar pencairan anggaran Dinas, dokumen

tersebut mengcover atau megakomodir semua rekening pendapatan dan
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belanja serta anggaran kas pebulan. Saat DPA tidak menampilkan hal
tersebut, maka dapat di kategorikan sebagai gagal posting.

2. Dampak dari kendala tersebut mengakibatkan tidak terealisasi pada
Belanja Modal di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Demak, sehingga menyebabkan penumpukan di akhir tahun dan terjadinya
penurunan penyerapan realisasi anggaran di semester 1 pada Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak (DINPUTARU).

7.2 Rekomendasi

Berdasarkan pengkajian masalah yang - berkaitan dengan penyerapan
realisasi anggaran setelah penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Next
Generation (SIMDA NG) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Demak, maka dapat dijelaskan rekomendasi yang digunakan sebagai

alternatif penyelesaian masalah sebagai berikut:

Sebagai dampak dari ketidaksiapan sistem informasi tersebut kepada
organisasi pemerintahan, ada beberapa kendala yang dihasilkan seperti adanya
gagal posting dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga
mengakibatkan penurunan dalam penyerapan realisasi anggaran. Dengan

demikian, diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

1. Untuk menghadapi ketidaksiapan sistem informasi tersebut, maka perlu
segera mengkoordinasikan kendala-kendala yang dihasilkan dari sistem
tersebut kepada Badan Pengelolaan Kekayaan dan Pendapatan Aset

Daerah (BPKPAD) bagian anggaran mengenai permasalahan yang
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berhubungan dengan proses pencairan. Hal tersebut bisa diselesaikan
dengan cara menggunakan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sebagai
syarat pencairan sementara, karena bertujuan untuk segera merealisasikan
kegiatan yang sudah direncanakan.

Saat terjadi kendala terkait Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
setelah diposting, Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan
Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) segera
mengkoordinasikan hal tersebut kepada bagian keuangan untuk segera

melakukan perbaikan sistem tersebut.
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BAB VIlII

REFLEKSI DIRI

Pada kegiatan magang MBKM yang penulis lakukan di Dinas pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak pada tanggal 14
Februari hingga 18 Juni 2022 ini, penulis mendapatkan banyak pengalaman, salah
satunya pada bidang akuntansi baik hard skill maupun soft skill. Tugas-tugas yang
diberikan ketika magang dapat penulis jadikan pembelajaran yang sangat berharga
karena menambah pengetahuan dan melatih keterampilan penulis dalam beberapa
aspek. Penulis mendapatkan wawasan praktik kerja melalui permasalahan-
permasalahan yang terjadi. Hal ini tentu bisa menambah ilmu penulis dalam

mencari solusi atau problem solving dalam dunia kerja.

Keterlibatan penulis dalam proses penyerapan- realisasi anggaran juga
menambah pengetahuan mengenai bagaimana cara untuk bisa memproses
pencairan dengan tepat waktu dimana hal tersebut berhubungan langsung dengan
kebutuhan masyarakat. llmu yang didapatkan pada perkuliahan juga membantu
penulis dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan selama magang pada
instansi. Pengalaman magang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(DINPUTARU) Kabupaten Demak memberikan pengetahuan yang sangat
berharga bagi penulis. Dapatnya penambahan keterampilan soft skill hingga dapat
mempelajari berbagai hal yang sebelumnya belum pernah penulis dapatkan. Hal
tersebut bisa menjadikan penulis mengembangkan diri dengan adanya ilmu baru

yang telah didapatkan pada praktik kerja.
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Pengalaman magang ini menjadikan penulis dapat menemukan
kekurangan dan kelebihan dalam diri seperti halnya kurangnya ketelitian dalam
penginputan data, pencairan selisin dan lain-lain. Dengan kekurangan tersebut
akan dijadikan evaluasi bagi penulis untuk bisa jauh lebih baik lagi terutama saat
menghadapi dunia kerja. Poin penting yang sudah penulis temukan yaitu
mengenai kemampuan dalam mengatasi masalah, bekerja sama dengan baik, dan
bagaimana cara memanajemen waktu dengan sebaik mungkin. Hal tersebut sangat
penting dipelajari karena berpengaruh besar terhadap keberhasilan di dunia

pekerjaan.
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